
BUPATI SEMARANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURANBUPATISEMARANG 
NOMOR 61 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati 
Semarang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Se,marang Nomor 24 Tahun 
2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten semarang Tahun 2017, maka harus diikuti 
dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah (Renja-PD) Tahun 2017; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam La.mpiran I, BAB 
IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 
201.6 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 
2017, mengamanatkan bahwa Perubahan Rencana 
Kerja Pembangunan Daerah (Renja-PD) Tahun 2017 
disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga 
Dan Daerah · Swatantra Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara ! Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1652}; 

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4., Undan.g - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 725); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Nomor 3079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah No:mor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republikindonesia Nomor 4663); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4963); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Nomor 4817); 



14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka 
Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 3); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 517); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
518); 

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2911/Sj 
Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah; 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 
Nomor 3 Seri E Nomor 3); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 
201 O ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 

22. Peraturan Oaerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 
Nomor 5); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 13); 



24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 2}; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 
Tahun 2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 6); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 
Tahun 2016 ten tang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Daerah Ka bu paten Semarang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 1 ); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 15); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 20); 

29. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 14) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa 
Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2016 Nomor 38); 

30. Peraturan Bupati Semarang Nomor 24 Tahun 2016 
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2017 (Berita Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 24) 
sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Bupati 
Semarang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 24 Tahun 
2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2017 (Berita Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 46). 



24. Perafuran oa.erah Ka.pupa.ten semeiaiig Norn.or s 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangk:a 
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 2); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kabi.lpateh Seri'.iatahg Tahuri. 2011-2031 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 6}; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 
Nomor 1, Tambahan Lembarart Daerah Kabupateri 
Semarang Nomor 1 ); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
2016-2021 {Lembaran Daerah K-abupa:t-en Semarang 
Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 15}; 

2s. Peraturari Daerali Kabupaten Semarang Noriior 21 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 20); 

29. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Provirisi Jawa Tengah Tahu.rt 2017 (Betita Daetah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 14) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Gubemur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Jawa 
Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tahtlil 
2016 Nomor 38); :., 

30. Peraturan Bupati Semarang Nomor 24 Tahun 2016 
tentang Rencana Keri~ Pe:rp.]:>El!).gg_nan t)aerap. 
Kabupaten Semarang Tahun 2017 (Berita Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 24) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Semarang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 24 Tahun 
2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2017 (Berita Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 46). 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PENGESAHAN 
PERUB~HAN RENCANA K.ERJA PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 

BABI 

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 

Pasal 1 

Mengesahkan Perubahan : Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

Perubahan Rencana Kerja!Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Semarang yang digunakan sebagai acuan dalam 
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 
2017. 

BABU 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Semarang. 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal .1 t; - 11 - a o, I, 
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Diundangkan di Ungaran 
pada tangga.l 2 $"- tr •·;l.ot I, 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR ,, 
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LAMPIRAN 
PERATU~ BUPATI SEMARANG 
NOMOR : Of TAI' l{AI .2016 
TENTANG 
PENGESAHAN PERUBAHAN 
RENCANA KERJA PERANGKAT 
DAERAH KABUPATEN SEMARANG 
TAHUN 2017 

DAFTAR PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 

NO PERANGKAT DAERAH (PD) 
1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 
2. Dinas Kesehatan 
3. Rumah Sakit l)mum Daerah Ambarawa 
4. Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran 
5. Dinas Pekerjaan Umum 
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
7. Dinas Perhubungan 
8. Dinas Komunikasi dan Informatika 
9. Dinas Lingkungan Hidup 
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

11. 
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencana 

12. Dinas Sosial 
13. Dinas Tenaga Kerja 
14. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan 
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
16. Dinas Pariwisata 
17. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 
18. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 
19. Sekretariat Daerah 
20. Sekretariat DPRD 
21. Badan Keuangan Daerah 
22. Badan Kepegawaian Daerah 
23. Inspektorat 
24. Kecamatan Getasan 
25. Kecamatan Tengaran 
26. Kecamatan Susukan 
27. Kecamatan Suruh 
28. Kecamatan Pabelan 
29. Kecamatan Tuntang 
30. Kecamatan Banyubiru 
31. Kecamatan Jambu 
32. Kecamatan Sumowono 
33. Kecamatan Ambarawa 
34. Kecamatan Bawen 
35. Kecamatan Bringin 
36. Kecamatan Bergas 



,:, 
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NO PERANGKAT DAERAH (PD) 
37. Kecamatan Pringapus 
38. Kecamatan Bancak . 

39. Kecamatan Kaliwungu 
40. Keca1Tlatan Ungaran Barat 
41. Kecamatan Ungaran Timur 

' 
42. Kecamatan Bandungan 
43. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
44. Dinas Pemberdayaan Masyarak:at dan Desa 
45. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
46. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan 
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